MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https:/ /ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS
Nomor : 772/DJMT.1/ST.KP7.1/X/2026

Menimbang : Dalam rangka monitoring pemutakhiran data tenaga teknis
hakim dan kepaniteraan pada wilayah Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang.

Dasar : Nota Dinas Direktur Pembinaan Tenaga Teknis & Administrasi
Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 1422/DJMT.3/KP7.1/
[X/2026 tanggal 22 September 2026.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Marta Satria Putra, S.H., M.H./ 198203012007041001,
Pembina (IV/a), Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis
Ditbinganismintun;

2. Metty Indrasari, S.H./ 198611172011012024, Penata
Tingkat I (IlI/d), Kasi Mutasi Panitera dan Jurusita
Ditbinganismintun;

3. Wanda, S.H./ 198107142006042004, Penata Tingkat I
(IlI/d), Kasi Mutasi Hakim Ditbinganismintun;

4. Mohamad Absan Albar, S.H./ 199805242024051002,
Penata Muda (III/a), Klerek - Analis Perkara Peradilan,
Pengadilan Agama Ambon Dpb. Ditjen Badilmiltun;

5. Hendro Wuriyanto, S.E./ 198908272025211041, IX (IX),
Penata Layanan Operasional.

Untuk : Melaksanakan tugas untuk monitoring pemutakhiran data

tenaga teknis hakim dan kepaniteraan pada wilayah

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 7 Oktober

sd. 9 Oktober 2026;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada
DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
\ SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
‘\ BADAN PERADILAN MILITER DAN

f ‘ | PERADILAN TATA USAHA NEGARA
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